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Latar Belakang

Dasar Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi  informasi dan komunikasi
mendorong transformasi tata kelola pemerintahan menuju
model yang lebih efektif, efisien, transparan, dan partisipatif.
Konsep Provinsi Cerdas (Smart Province) menjadi
pendekatan strategis dalam mengintegrasikan layanan publik
berbasis digital, tata kelola pemerintahan berbasis data,

serta kolaborasi lintas sektor.

Namun demikian, implementasi Smart Province masih

menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

a. Belum meratanya pemahaman perangkat daerah
terkait konsep Smart Province;

b. Kurangnya sinkronisasi program antar perangkat
daerah;

c. Keterbatasan koordinasi lintas sektor (pemerintah,

swasta, akademisi, masyarakat); dan
d. Belum optimalnya integrasi sistem dan data.

Oleh karena itu diperlukan sub kegiatan Koordinasi dan
Fasiitasi Penyelenggaraan  Provinsi  Cerdas  guna
memastikan  keselarasan  kebijakan, program, serta
implementasi Smart Province secara terintegrasi  dan

berkelanjutan.

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
SPBE;




3.

Maksud dan Tujuan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Percepatan Transformasi Digital,

Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan SPBE;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa
tengah Cerdas;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7
Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan SPBE; dan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 tahun
2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2026.

Maksud: untuk mewujudkan sinergi dan integrasi
penyelenggaraan Provinsi Cerdas melalui penguatan
koordinasi, fasilitasi, dan kolaborasi lintas sektor.
Tujuan:
e Meningkatkan pemahaman perangkat daerah
terhadap konsep Smart Province
e Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas
sektor dalam implementasi Smart Province
e Menyelaraskan kebijakan dan program digital
pemerintah daerah;
e Meningkatkan  kapasitas SDM  dalam
penyelenggaraan pemerintahan digital;
e Mendorong kolaborasi dengan pemangku
kepentingan (akademisi, swasta, komunitas);
e Mendukung percepatan integrasi layanan
digital; dan
e Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan

data dalam pelayanan publik.




Sasaran

Output

QOutcome

Lingkup Kegiatan

Keluaran

a. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
b. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah;
c.  Tim/Forum Smart Province Provinsi Jawa Tengah;

d. Instansi vertikal; dan
e. Pemangku  kepentingan  (akademisi, dunia

usaha/swasta, komunitas/masyarakat).

a. Terselenggaranya rapat koordinasi Smart Province;
b. Tersusunnya notulen dan rekomendasi kebijakan;
c. Terselenggaranya forum kolaborasi lintas sektor; dan

d. Tersedianya bahan fasilitasi implementasi Smart
Province.
Meningkatnya tingkat sinergi dan pemahaman pemangku
kepentingan dalam penyelenggaraan Provinsi Cerdas yang
terukur melalui peningkatan jumlah perangkat daerah/entitas
yang terlibat aktif dan terkoordinasi pada tahun berjalan.
RUANG LINGKUP

a. Koordinasi lintas perangkat daerah;

b. Fasilitasi penyelarasan program Smart Province;

c. Sinkronisasi kebijakan dan perencanaan;

d. Fasilitasi kolaborasi pentahelix; dan

e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan.
Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
Provinsi Cerdas yang menghasilkan dokumen rekomendasi,
sinkronisasi  program, serta peningkatan keterlibatan

pemangku kepentingan, melalui:




9. Lokasi Kegiatan
10. Sumber Pendanaan

11.  Nama Organisasi

12. Kebutuhan Data

13.  Indikator Kinerja

a. Terlaksananya kegiatan koordinasi Smart Province;

b. Terselenggaranya forum kolaborasi lintas sektor
(pentahelix);

c¢. Tersusunnya matriks sinkronisasi program Smart
Province;

d. Tersedianya data dan informasi indikator Smart
Province,

e. Terlaksananya kegiatan pendampingan perangkat
daerah;

f.  Laporan pelaksanaan kegiatan; dan

g. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Smart Province.

Provinsi Jawa Tengah
APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2026

Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital
Provinsi Jawa Tengah
a. Data Utama
e Data indikator Smart Province (dimensi: smart
governance, smart economy, dan lain-lain);
e Data SPBE (indeks, domain, layanan digital);
e Data program/kegiatan perangkat daerah;
e Data layanan publik digital; dan
e Data integrasi aplikasi dan sistem informasi.
b. Sumber Data
e RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
e Renstra OPD Pemprov. Jateng;
e Perangkat Daerah Provinsi; dan
e Kabupaten/Kota.
a. Jumlah entitas yang mendapatkan pemahaman
tentang Provinsi Cerdas; dan
b.  Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan

Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas.




FGD atau Desk Readiness Smart City;

14. Metode a.
Pelaksanaan b, Sosialisasi Smart Province;
c. Pelatihan atau Bimbingan Teknis;
4. Koordinasi dan Fasilitasi; dan
e, Monitoring dan Evaluasi.
15.  Jangka Waktu 12 (dua belas) bulan
Penyelesaian
16.  Personil a.  Tim Koordinasi Smart Province, dan

b. Narasumber/tenaga ahii (jka diperlukan)
PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai dokumen perencanaan tingkat bidang yang akan
menjadi dasar dalam penyusunan program ~ dan kegiatan koordinasi dan fasilitasi
penyelenggaraan Provinsi Cerdas. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mampu memperkuat
koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan Smart Province sehingga mendukung

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Semarang, 2 Januari 2026
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